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\VALII(OTA LANGSA

QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2OO3

TENTANG

POKOK. POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

c .

�TALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi clan kualitas penvelenggaraan

Pemerintairan Daerah ).ang bersih, serta pelaksanaan pembangurlan di Kota

Langsa lebih berhasil guna dan berclava guna, dipandang perlu lVlenr,rrsun

Pokok-pokok pengelolaan Keuangam Daerah r.ang lebih efisien, efektif,

transparan dan tlapat clipertanggung jawabkan sesuai tlengan iiwa clan

semangat Otonomi Khusus f)aerah Nar-rggroe Aceh Darussalam;

bahwa berclasarkan Pasal 23 avat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangar-r Keuangian antara Pemerintah Pusat clan I)aerah,

ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perunclang-unclangan )'ang

berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl pada huru{ a dan b

perlu cliatr-rr clalam suatu Qimun (Peraturan Daereih).

Unclang-undang Nomor 24 Tahun 1"956 tentang Pembentukan Propinsi Atieh

dan Perubahan Peratrrran Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan l)aerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

Unclang-u:rdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangtrn Keuangan

ilntara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor

56, Iambahan Lembaran Negara Nomor 38a8) ;
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4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Iangsa

(Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negala

Nomor4110);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(kmbaran Negara Nomor 114 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 41M);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 20fi) tentang Dana Perimbangan

pembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20L, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4021\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelol,aan dan

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 202, Tambahartlembaran Negara Nomor 4A22);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4O24);

10. Perahrran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung

|awaban Kepala Daerah (l,embaran Negara Tahun 2000 Nomor 209,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

L1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor +A78\ ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 20(D Nomor 211, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4OZ9).

Dengan persefujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG POKOK-

POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanrrn (Peraturan Daerah) i.i yaog dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;

2. Pemerintah Daerah adatah walikota beserta perangkat daerah otonom

sebagai badan eksekutif Daerah ;

3. Walikota adalah Walikotalangsa ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniubrya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa ;

5. Sekretariat Daerah adalah Sel,cetariat Daerah Kota Langsa;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota langsa ;

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Langsa;

8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Langsa ;

g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dafam kerangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaniutnya disingkat APBD

adalah suatu rencana keuangan tahurnn Daerah Kota l,angsa vang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

11. Pengguna Anggaran adalah DPRD, Sekretariat Daerah , Dinas Daerah,

Lembaga Tel,nis Daerah lairurya yang berhak dan bertanggung iawab

menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;

12. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kota Langsa yang

selanjubrya disebut perhitungan APBD adalah laporan pelaksanaan atas

anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran

yang bersangkutan;

13. Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD Perubahan APBD dan Perhitungan

APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Kota Langsa yang

diundangkan dalam Lembaran Daerah ;

14. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode

tahun anggaran yang bersangkutan;

15. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode

tahun anggaran tertentu yang bersangkutan;

16. Pendapatan Daerah Adalah Semua Penerimaan Kas Daerah Dalam Periode

Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah ;

lTSurplus



17. Surplus Anggaran adalah selisih lebih pendapatan Daerah terhadap Belania

Daerarh;

18. Defisit Anggaran adalah selisih kurang penciapatan Daerah terhaclap Belanja

Daerah;

19. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periocle tahun

anggaran tertentu t'ang menjacli beban Daerah ;

20. Pembiavaan adalall seluruh transaksi Keuangar-r Daerah -vang dimaksuclkan

turtuk nenutup selisilr antara Pendapatan Daerah cian Belanja Daerah;

21. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari

pembelian clengan rlana r.ang bersumber seluruhrrva atau sebagiiur clari

APBD clan atau berasal dari perolehan lainnya.vang sah;

22. Uteurg Daerah adaiah jumlah uang vang wajib dibavar Daerah sehagai aliibat

penvelatr.n uans, barang dan atau jasa kepacia Daerah atau akibat lainn1.a

bercl as arkal peraturan perundang-uldangan vang berlaku ;

23. Piutang Daerah adalah jumlah uang vzrng, menjadi hak Daerah atau kewajiban

pihak lain kepada Daerah sebagari akibat penverahan uang, barang tlau artau

iasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

unclangan vemg berlaku ;

24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkaLn Daerah

menerima ciari pihak lain sejumlah uiurg atau manfaat benrilai uang sehingga

Daerah clibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit

jangka pendek vang lazim teriacii clalam perdagangan;

25. Belalrja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin t'ang manfaatnl'a

ticlak secara langsung menunjang pelar.anan public ;

26. Belaja Operasional clan Pemeliharaan Sarana ciem Prasarima Urnurn adalah

pengeiuaral sebagai akibat clari adanr.a Belanja N{odal/Inr.estasi tahur

sebelumnya;

2T.Belania lt4odal/Investasi aclalah Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat

investasi dan menambah kekayaan Daerah;

28. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas vang tidak

diduga sebelumnr.a atau kejadian-kejaclian luar biasa seperti bencara alam,

bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnva -vang sangat

diperlukan dalarn rangka penl.elgnggara€ur kewenangan Pemerintah Daerah ;

29. Dana caclangal adalah dana 1'ang disisihkein untuk menampung kebutuhan

yang memerlukiur clana relatif besar vang ticiak clapat dibebanlian clalam satr-r

tahun anggaran;

30. Kas Daerah adalah tempat penvimpanan uang Daerah vang clitentukan oleh

\{aiikota;

31. Bendaharaweur..



31. Benclaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh

\\'alikota untuk mengelola penerimaan clan pengeluaran Kas Daerah serta

segala bentuk keka-vaan Daerah lainnva-

32. Pemegang Kas adalah setiap orang r.ang ditunjuk dan diserahi hrgas

melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di

setiap Unit Keria Pengguna Anggaran Daerirh.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) \{alikota aclalah pemegang kekuasaan tlmum pengelolaan Keuangan

Daerah;

(2) Walikota dalam menialankan tugasnva sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini, berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) dan peraturan peruudang-

undangan vang berlaku;

(3) \,Valikota sebagaimana dimaksucl avat (1) pasal ini, clapat mendelegasikan

sebagian atau seluruh kewenangarulya kepada Sekretaris Daerah atau

Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ;

(4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengeloia Keuangan

Daerah lainnva.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Pengelolaan Keungan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan

dan kepatutal.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini,

bersifat aspiratif terhaclap kepentingan publik.

(3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

meliputi keselunrhan proses, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan

clan pertanggungjawaban serta realitas APBD.

Bagian Ketiga



Bagian Ketiga

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 4

(1) \,Valikota bersama DPRD menetapkan arirh dan kebijakan anggaran sebagai

Landasan RAPBD;

(Z) Walikota bersama DPRD menetapkan Qanun (Peraturan Daerah) tentang

APBD, Perubahan APBD dalr Perhitungan APBD berikut lampirannva.

Pasal 5

(1) APBD clisusun dengan pendekatan kineria ;

(2) APBD sebagaimana climaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar

Pengelolaan Keuangan Daerah clalarn Tahul Anggaran terter-ttu ;

(3) Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan

Beianja Negara.

Pasal 6

(1) Jumlah Pendapatan _vang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

-vang terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk setiap sumber

per-rdapatan;

(2) Jumlah pengeluaraan yang clianggarkal dalam APBD harus didukung

dengan kepastian tersedianva penerimaan dalam jumlah vang cukup ;

(3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi

untuk setiap jenis belanja.

Pasal 7

Setiap Penerimaan Daertrh clan Pengeluaran Daerah clicatat clan clijabarkan claiarn

APBD.

Pasal 8

Setiap Pejabat dilarang melakukan ke.bijakan dan tindakan )ra11g berakibat

pengeluaran atas beban APBD apabila ticlak clianggarkan dalam APBD atau

ticlak cukup terseclia anggaran untuk membial'ai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

APBD, Perrrbahan APBD clan Perhitungan APBD rlitetapkan clengan Qanun

(Peraturan Daerah).

BAB III



BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 10

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi :

a. Pendapatan Daerah ;

b. Belania Daerah;

c. Pembiayaan Daerah;

(2) Unsur satu kesatuan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

adalah:

a. Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belania Daerah disebut

Surplus Anggaran;

b. Selisih kurang pendapatan daerah terhadap Belanja Daerah disebut

Defisit Anggaran;

c. Jumlah pembiayaan sama dengan fumlah surplus/Defisit Anggaran.

(3) Benhrk ringkasan APBD dan bentuk ringkasan Perubahan APBD beserta

penjabarannya disusun secara informatif dan transparan sebagaimana

climaksud ayat (1) Pasal ini, yang formatnya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Qanun (Peraturan Daerah) ini;

(4) Perubahan ketentuan didalam peniabaran Pendapatan Daerah yang

disebabkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau

Qanun (Peraturan Daerah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pend.apatan Daerah sebagaimana dimaksud dalasr Pasal 10 ayat (1) huruf a

Qanun (Peraturan Daerah) ini meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

1. Pajak Daerah;

2. Retribusi Daerah;

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ;

4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan, terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak;

2. Bag, Hasil Bukan Pajak;

3. Darn Alokasi Umum;

4. Dana Alokasi



4. Dana Alokasi Khusus;

5. Dana Kontigensi atau Dana l)arurat;

Lain-lain Pendapatan Daerah yeurg sah.

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (1) huruf b Qanun

(Peraturan Daerah) ini meliPuti :

1. Organisasi clan fungsi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

-vaurg berlaku ;

2. jenis belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja acfuninistrasi umum ;

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang;

3. BelarrjaPerialanan;

4. Belan'ia Pemeliharaan .

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan :

1. Beianja Pegawai;

2. Beianja Barang;

3. Belalja Perialanal;

4. BelanjaPerneliharaan.

c. Belanja Nlodal :

1. Belania Publik;

2. Aparatur .

d. Pengeluaran Transfer ;

e. Pengeluaran Tidak tersangka.

Pasal 13

Pembiavaan Daerah sebagaimana dirnaksud pasal 10 avat (1)huruf c Qanun

(Peraturan Daerah) ini, meliputi:

a. Sumber Penerimaan Daerah:

1. Sisa lebih perhiturrgan anggaran tahun lalu;

2. Dana cadangan;

3. Pinjaman daerah;

4. Penjualan asset daerah ]'uog tidak clipisahkan;

b. Sumber pengeluaran Daerah;

1. Transfer ke clar-ra cadangan;

2. Penyertaan modal;

(1)

3. Pembavaran . . .



3. Pembavaran pokok pinjaman vang jatuh tempo'

(2) pinjaman Daeral'r sebagaimana climaksucl avat (1) angka 3 huruf a Pasal ini,

clapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri'

Pasal 14

(1) Seiain sumber pembiavaan yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat

lrencari sumber-sumber pembiayaan lainnva baik piniaman, pellerbiteur

obligasi clan keria sama dengan pihak lain dengan prinsip saling

menguntungkan guna penambahan Pendapatan Daerah ;

(2) pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito atau

bentuk ilvestasi lainnva sepanjang hal tersebut menguntungkan Daerah

baik iangka pendek maupun jangka panjang, memberikan manfaat bagi

peningkatan pelat'alan masvarakat ;

(3) Kebifakan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan avat (2) pasal ini,

clitetapkan clengan peraturan p erundang-untlangan ;

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan

pembiarraal clan investasi sebagainr.ana dimaksud avat (1) clal avat (2) Pasal

ini, clan setiap akhir tahun anggaran mempertanggungiawabkan hasil

pelaksanaannva kePacla DPRD'

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah clapat membentuk dana cadangal guna membiavai

kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Talrun

Anggaran;

(2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan

APBD, kecuali clari dana alokasi khusus, Pinjamein L)aerah dan Dana

Darurat;

(3) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini,

clitetapkan dengan Kepuhrsan Walikota ;

(4) Semua sumber pendapatan clana cadangan sebagaimana dinr.aksuci avat (l)

Pasai irri, dan semua belanja atas beban clala cadinnean dicatat clan clikelola

dalam lampiran tersendiri dari APBD.

Bagian



Bagian Kedua

Proses PenYusunan APBD

Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat

(1) Qanun (Peraturan Daerah) ini, disusun dengan arah dan kebiiakan umum

Pemerintah Daerah, antara lain memuat :

a. Sasaran yang sesuai dengan fungsi belanja ;

b. Pelayanan yang akan dicapai dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan

yang bersangkutan;

Bagian pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belania

operasi dan pemeliharaan serta belanja modal'

Pasal 17

(1) Walikota men)"usun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan

kebijakan umuln APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Qanun

(Peraturan Daerah) ini ;

(2) Walikota menyiapkan Rancangan APBD berdasarkan strategi dan prioritas

APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah'

Bagian Ketiga

Proses Pendapatan APBD

Pasal 18

(1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang

APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

(2) Apabila Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak disetujui DPRD Pemerintah Daerah

berkewajiban menyempumakan rancangan APBD tersebut ;

(3) Penyempumaan Rancangan Qanun peraturan Daerah) tentang APBD

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kembali

kepada DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tidak

disetujui;

(4) Apabila Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD sebagaimarn

dimaksud ayat 3 Pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah

menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Keempat



Bagian KeemPat

Perubahan APBD

Pasal 19

(1) Perubahan APBD clilakukan karena :

a. Kebijakan Pemerintah dan atau pemerintah Daerah vang bersi{at

strategis ;

b. Penvesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah vang

ditetapkem;

(--. Teriadinya kebutuhan mendesak .

(2) perubahan APBD clitetapkan Paling iamhat 3 (tiga) bulan sebelum Tahur

Anggaran berakhir.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran dan kebutuhan vang sangat

rnelclesak clapat melakukan penggeseralt vang selanjuhlva dituangkan

dalam perubahan APBD;

(2) Arggarar-r )'ang dapat clilakukan pergeseran adaiah anggaran )'a11g

ditetapkan APBD vang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAANAPBD DAN TATAUSAHA

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Dasar-dasar Pelaksanaan APBD

Pasal 21

(1) Pejabat Pengelola APBD ciitetapkan clengan Keputusan Walikota Langsa ;

(2) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud avat (1)

Pasal ini, sesuai clengan peraturan peruntlang-undangan yang berlaku.

Pasal22

Pelaksalaan anggaran menggunakan register-register l'ang ienis dan

penggunaannya diatur clengan Keputusan \\ialikota sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua



Bagian Kedua

Pelaksanaan APBD

Pasal 23

(1) setiap Perangkat Daerah ya11g mempulvai tLrgas memungut atau meneriura

Penclapatan Daerah waj ib melaksanal<an intensif ikasi pendapatan'

(2) Semua manfaat vang bernilai uang bempa komisi, rabat, potonga4 brurga

atau nama lain sebagai akibat lain clari penjualan dan atau pengaclaan

barang tlan atau jasa dan dari penf impanirn dan atau penempatan uang

Daerah merupakan pendapatan Daerah ;

(3) Semua Penclapatan Daerah sebagaimana dimaksud avat (2) pasai ini, secara

bruto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Perafuran Perundang-

undangan vang berlaku.

Pasal 24

Pemegang Kas Khusus Penerima men\retorkan penerimaannva ke Kas Daerah

selambat-lambahrva dalam jangka waktu 1 (satu) kalj'Z4 (dua puluh empat) jam.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 24

berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ctan Pejabat

melakukan penyetoran pada Kas Daerah.

Qanun (Peraturan Daerah) ini,

lailnt.a vang berkert'ajiban untuk

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Setiap tindakan vang mengakibatkan tindakan pengeluartrn atas beban

APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam APBD' ;

l)alam keadaan mendesak, Walikota dapat memberitahukan kepada DPRD

untuk melakukan tindakan yang meltvebabkan pelampauan anggaran;

Pelampaual anggaran sebagaimana dimaksud al'at (2) Pasal ini, diajukar-r

kepada DPRD pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk

mendapatkan persetujuan.

PasalZT

(1) Pengeluaral tidak tersangka sebagaimana climaksud dalam Pasal12 huruf e

adalah pengeluaran untuk penangallan bencana alam, bencana sosial dan

pengeluaran ticlak tersangka lainnva vang sangat diperlukem clalam rarrgka

penvelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;

(2)  Anggaruur  . . . . . . . . . . .



(2) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dirnaksud avat (1)

Pasal ini, harus teriebih ciahulu mendapatkan persetujuan DPRD ;

(3) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada avat

(1) pasal ini, diberitahukan kepada DPRD'

Pasal 28

Semua pelgeluaral atas beban APBD diterbitkan dengan Keputusan Pemegang

Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah'

Pasal 29

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan alat bukti sesuai dengan

peraturan pen"urdang-undangan.-vang berlaku ;

(2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan alat

bukti yang menjacli ciasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab

atas kebenaran dan akibat dari penggunaan alat bukti tersebut.

Pasal 30

(1) Penggunaan anggaran waiib mengajukan Surat Permintaan Pembavaran

(SPP) untuk pengeluaran atas beban APBD sebagaimana tlimaksucl Pasal 29

avat (2) Qanun (Peraturan Daerah) ini;

(2) Pembavaran vang membebani APBD dilakukaur dengan Surat Perintah

Nlembavar Uaog (SPMU).

Pasal 31

Pembavaran atas beban APBD clilakukan clengan beban tetap dan atau beban

sementara.

Pasal 32

(1) Pembavaran dengan beban tetap sehagaimana dimaksud Pasal 31 Qanun

(Peraturan Daerah), dilakukan untuk pembavarran :

a. Belanja pegawai, angsuran dan bunga hutalg clalam anggaran belanja

administrasi  umum;

b. Pelaksanaan pengadatrn barang clan atau iasa, termasuk untuk

pekerjaan I'ang dilaksanakan sendiri (sr,t'akelola) baik dalam anggaral-I

belanja administrasi umum maupun anggaran belanja modal, vang

nilainl'a sesuai dengan peraturan perur'rdang-undangan I'ang berlakri.

(2) Pembar/aran .



(2) Pembayaralr dengan beban sementara sebagaimana dimaksud Pasal 31

eanun (peraturan Daerah) ini, dilakukan untuk pembavaran keperiuan lain

diluar ketentuan sebagaimana dimaksud arrat (1) Pasal ini.

Pasal 33

(1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman

pada Stanclar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah I'ang berlaku;

(2\ Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksucl

a1,at (1) pasal ini, ditetapkan clengan Keputusan Walikota Langsa;

(3) Sepanjang stanclar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum

tersusun, Daerah menggunakan sistem dan prosedur Akuntansi valg

dipergunakan saat ini.

BAB V

PERTANGGUNG IAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Triwulan

Pasal 34

(1) Walikota mell\/ampaikan laporan triwulan pelaksar-raan APBD ;

(Z) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan vang bersangkutan berakhir;

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini, tercantum dalam

lampiran tII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun (Peraturan

Daerah).

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungiawaban

Keuangan Daerah

Pasal 35

(1) Setelall tahun anggaratl berakhir, Walikota menvusltn laporan pertarrggung

jawabein Keuangan Daerah ;

(2) Laporan pertangrungjawaban sebagaimana climaksucl avat (1) Pasal ini,

ditetapkan paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 36

(1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun

anggaran terdiri atas :

a. I.aporan



a. Laporan Perhitungan APBD;

b. Nota Perhitungan APBD.

(Z\ Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai penilaian kineria

dan tolok ukur rencana strategis ;

(3) Tujuan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah untuk

mendukung penilaian atas pelaksanaan kebiiakan penyelenggalaan

Pemerintah;

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (L) Pasal ini,tercantum dalam

Lampiran IV dan Iampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga.

Perhitungan APBD

Pasal 37

(1) Setiap ald* tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat

perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi

pelaksanaan APBD dengan penetapan APBD ;

(2) perhitungan APBD harus menghitung selisih antara lsalisasi penerimaan

dengan anggaralr penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran

pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Bagian KeemPat

Mekanisme Pembahasan Pertanggungiawaban

Keuangan Daerah

Pasal 38

DPRD dalam sidang pleno tertnrka dapat menerima atau menolak laporan

pertanggung jawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 35

Qanun (Peraturan Daerah) ini;

Penerimaan dan Penolakan laporan perrtanggungjawaban keuangan daerah

didasarkan pada alasan-alasan rasional, o$ektif dan ditetapkan pada

Keputusan DPRD;

Apabila DPRD menolak laporan Pertanggung iawaban keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini, Walikota

berkewaiiban menye atau melengkapi pertanggung jawaban

keuangan Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4) Penyempumaan...



(4) Penyempumaan laporan pertanggungiawaban keuangan Daerah

sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan kembali dalam

waktu selambat-lambabrya 30 (tiga puluh) hari'

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan

penvemplurlaan tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka

laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut dianggap telah

diterima.

(6) Apabila pertanggungiawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud

ayat (5) Pasal ird, tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat

mempergunakannya sebagai bahan evaluasi kineria walikota.

(n Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggalan

yang sudah disetuiui oleh DPRD ditetapkan dengan Qanun (Peraturan

Daerah).

BAB VI

PRINSIP.PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH

Buku Kas

Pasal 39

(1) Bend"aharawan umum Daerah mempergunakan L (satu) buku kas;

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dibukukan dalam buku kas

seketika itu juga dan ditutup sesuai dengan peratufan perundang-

undangan yang berlaku ;

(3) Sisa kas tahun yang l,alu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas

permulaan tahun berikutnYa'

Pasal tlO

Bend.aharawan Umum Daerah harus mengirimkan lembaran asli dan 1 (satu)

tindasan dari buku kas secara harian kepada Sekretaris Daerah mel,alui serta

dengan Persetuiuan Bagian Keuangan dengan melampirkan surat-surat bukti

penerimaan/ pengehraran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan'

Pasal 41

Pemegang kas wajib mengirimkan Surat Pertanggung iawaban (SP]) pada

Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikubrya ;

Dalam hal SPMU belum diterbitkaru pemegang Kas tidak melakukan

pencatatan dan membuat Surat Pertanggung jawaban nihil ;

(1)

(2)

(3) Dalam



(3) Dalam ha1 kegiatan sudah selesai pemegang Kas tidak mengirimkan SPJ

nihii;

(4) Pemegang Kas harus menvetor kembali sisa uang untuk

dipertanggungjawabkan r.ang tidak dipergunakal ke Kas Daerah dengan

menggunakan surat tanda penvetoran menurut ketentuan pasal 22 Qanun

nn.

Pasal 42

(1) Semua Surat Perintah lvlembayar Uang (SPNIU) hams diterbitkan langsung

atas nama yang berhak menerima, kecuali belan-rja pegawai dan beban

sementara.

(2) Semua Surat Perintah lVlembavar Uaog (SPMU) beban sementara masuk ke

rekening atas nama pemegang kas clan atasan langsung.

Pasal 43

(1) Surat Perintah N{embavar Llang (SPN{U) r'trng hilang, terbakar, rusak ,

dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat N{embayar Uung Pengganti;

(2) Tata cara penerbitan SPN{U pengganti, diatur lebih lanjut tlengan

Keputusan Walikota.

Pasal 44

(1) Pengeluaran Daerah vang ticlak berupa uang tunai atau surat berharga, clan

tidak meialui kas, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa

ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa pasal

pengeluaran sampai suatu jumlah vang, sama, tidak diselesaikan dengan

penerbitan Surat Perintah Membavar Uang (SPN'IU) ;

(2) Pengeluaran sebagaimala dimaksud pada avat (1) Pasal irri, dimuat clalam

perhitungan APBD, dengan mempergturakan Daftar Pembukueur

Administratif (DP;\).

Pasal 45



Pasal 45

(1) Penerimaan vang tidak bempa ualg atau surat berharga tetapi vang

mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa avat pasal pengeluaran

dan atau Pengurangan 1 (satu ) atau beberapa avat penerimaary sampai

suatu jumlah )rang sama dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan

dengan menggunakan Da{tar Pembukuan Administratif sebagaimana

dimaksud Pasal35 a-vat (1) Peraturan Daerah ini ;

(2) Ketentual sebagaimana dimaksucl pacla avat (1) Pasal ini, tidak berlaku

terhadap penerimaan yang diselesaikem clengan jalan pemotongan pacla

Surat Perintah N{embavar Uang (SPN{U).

Pasal 46

Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pacla

Surat Perintah Nlembat ar Uatrg (SPMU), maka selain mengenai paiak, penagihan

dilakukan dengan mengeluarkan :

a. Surat Perintah Penagihan atau;

b. Surat Perintah Penagihan Berulang.

BAB VII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal4T

Setiap Kerugian Keuangan Daerah baik vang langsung maupun tidak

langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian,

harus diganti oleh 1,ang bersalah dan atau lalai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan vang berlaku ;

Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti

kerugian segera setelah cliketahui bahwa dalam Perangkat Daerah vang

bersangkutan teriadi kerugian akibat perbuatan dari pihak maftlpun;

Penvelesaian kerrgian Keuangan Daerah, sebagaimana tlimaksud dalarlr

ayat (2) Pasal ini, dilafu1(a1sesuai dengan peraturan perundang-undangan

var-rg berlaku.

(1)

(2)

(3)

BAB V I I I . . . . .



BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal t[8

(1) Pengadaan barang dan jasa hanva dapat clibebankan pada APBD sepanjang

barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai

clengan tugas pokok dan fungsi Perangkat f)aerah l'ang bersangkutan;

(2) Pengadaan barang dan jasa Daerah atas beban claerah diatur lebih laniut

dengan Keputusan Walikota Langsa;

(3) Pencatatan Barang Daerah dilakukan oleh instansi pengelola barang Daerah

sesuai tlengan Stanciar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerirh;

(1) Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis

Daerah aclalah Pengguna clan Pengelola Barang bagr Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Dinas Daerah yang

dipimpirurva.

Pasal 49

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

(1) Dalam hal pengelola barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka

penerimaan tersebut rlisetor seluruhnva iangsung ke Kas Daerah;

(2) Segaia sesuatu vang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah vang

meliputi investasi, pemeliharaary pembahan status hukum dan lain-lain

diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB Ix

PINJAMAN DAERAH

Pasal 51

(1) Setiap pinjaman Daerah dilaliukal dengan persetul'uan DPRD dan

perf anjiannya diundemgkan dalam Lembaran Daerah ;

(2) Pirljaman Daeral'r var-rg bersumber dari luar negeri clilakukan meialui

Pemerintah Pusat;

(3) Daerah dilarang melakukan tindakan vang bersifat penja;rrinan terhadap

pinjaman pihak lain r,'ang mengakibatkan beban atas pihak lain valg

mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah ;

(4 )  Semua. . . .



(4) Semua pembiayaan yang menjadi kewajiban Daerah dari piniaman Daerah

yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam APBD.

(5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman

Daerah, dau secala berkala dilaporkal'r pada DPRD tembusannt'a

disampaikan kepada Nlenteri Keuangan ;

(6) Pelaksanaan pinjan'ran Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) tlan

(2) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 52

(1) Pengarn'asan Umum atas pelaksanaall APBD dilakukan oleh DPRD;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan

peraturan perundang -undangan vang berlaku.

Pasal 53

(1) \{alikota mengangkat Bawasda Kota Langsa r.ang bertugas melakukan

pengawasan internal atas pengelolaan Keuangan Daerah ;

(2) Bawascla Kota Langsa selaku Pengawas intemal Pengeiolaan Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperkenankan

merangkap jabatan lain di pemerintahan l)aerah;

(3) Bawasda Kota Langsa selaku pengawas internal Pengelola Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksucl avat (1) Pasal ini, melaporkan hasil

pen gawasarurya kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangal

Daerah dilakukan sesuai clengan peraturan perundeing-undangan yang berlaku.

BAB XI



BAB XI

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

(1) Daerah lVajib men/ampaikan informasi vang berkaitan dengal Keuangan

Daerah kepada lr,tenteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan clan N{enteri

Telaris terkait;

(2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain:

a. APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD serta Laporen Triwulal ;

b. Neraca Daerah;

(--. Dana Cadangan Daerah ;

d. Pinjaman dan Hibah Daerah;

e. Piutang;

f. Laporan Keuangan BUMD;

g. Data t'alg berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Daerah.

(3) Bentuk laporan informasi vang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan

atau grafik \rang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mutlah

dimengerti, relevan dan dapat dipertanggungj awabkan ;

(4) Sistem dan Prosedur untuk menghasilkan informasi Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud avat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan

\,Valikota dalam bentuk buku pedoman Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah clinvatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan clengan Qanun (Peraturan Daerah) ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal vang belum diatur dalam Qanulr (Peraturan Daerah) ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaan diatur iebih lanjut dengarr Keputusan Walikota.

P a s a l 5 8 . . . . . . .



Pasal 58

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku parla tanggal cliunclangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanur-t

(Peratlrran Daerah) ini clengan penempatannr.a clalam Lembaran Daerah Kota

Langsa.

Disahkan di Langsa
pacla tanggal06 Agustus 2003 \I

07 Jumaclil Akhir 7424H

WALIK A LANGSA,

a

ArRI AZIZ
Diunrlangkan cli Langsa
pada tanggal06 Agustus 2003 I\{

07]umaclil Akhir I424H

SEKRETARIS DAERAH

Drs.
Pem Utama N{ucla/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO3 NOMOR 12 SERI A


